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3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun

"

2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063); I
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 .tenlang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia jTahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286); '
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5.
1 Tahun

(Lembaran;
Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, ( Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); S

200$
egara
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. Undang-Undang Nomor 40

Jaminan Sosial Nasional
Tahun {;2004
(Lembaran

tentang
Republik

Lembaran

j tentang ;Sistem
Negara Republik

Indonesia Tahuii 2004 Nomor 150, Tam
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); j
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Dahaii Lembaran

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan ! Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4899);

Negara

8
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun ] 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negjira . Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan ! Lembaran I Negara
Republik Indonesia Nomor 5038); ÿ ; j 
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. Undang-Undang Nomor 12 s Tahun j 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-unciaiigan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun: 

_

2011j11Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia' Nomor
5234); ! M j

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran j Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 'Noinorj! i 16', Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); !

ÿ 1 ii !' j
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan j Lembaran ; Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimanaj telahs diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-lJndang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ata» Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 1 Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatiunj :2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

12* Peraturan Pemerintah Nomor 14 ÿ Tahun) 1993

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Keija
(Lembaran Negara Republik Indonesia! Tatiun |l993 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor
3520), sebagaimana telah diubah terakhir jderigan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 - tentang Perubahan
Kedelapan Atas Peraturan Pemerintahan jNomor 14 Tahun
1993 tentang Penyelenggaraan Program j {Jaminan Sosial II





23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana
2008 tentang urusan Pemerintahan
Kewenangan Kabupaten; ; b ÿ :

Nomor
: I ' ' '
: .yang

6 ; Tahun

menjadi

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7; Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata keija perangkat . Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor,22 Tajiunj2012 tentang
perubahan ketiga atas Peratunm Daerah] Kabupaten
Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
keija perangkat Daerah Kabupaten Bombana; |!

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana
2015 tentang Pedoman pemberitukan
Daerah. ! ÿ; !

MEMUTUSKAN :

i ÿ t

Nomor 1; Tahun

produk jHukum

i :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA! -1 TENTANG
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM

PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK

KABUPATEN BOMBANA ! j! >

BAB I

KETENTUAN UMUM

TERTENTU DI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
! i »
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Daerah adalah Kabupaten Bombana. p ;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten-Bombiaiia.
Bupati adalah Bupati Bombana. ÿ? \ j

'

, j: | i; ! j
Satuan Keija Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Pemerintahan

DPRD, Dinas

merupakan

6
.

7
.

8
.

9
.

Unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah/ Sekreta:riat
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Keluratiari
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal | yang
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupunjyang tidak melakukan
usalia yang meliputi perseroan terbatas, perseroan |komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Biiidan | Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apaÿun, jfirmaÿ kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, lyayasan, organisasi
massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, iian jbentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Pemberi keija adalah orang perseorangan, pengusaha,! badan| hukum, atau
badan lainnya yang mempekeijakan tenaga keija aiau ipenyelenggara
negara yang mempekeijakan pegawai negeri dengan niembayar gaji, upah,
atau imbalan dalam bentuk lainnya. . ; u j | 1 j |
Pekerja adalah setiap orang yang bekeija dengan menerima gaji, upah,
atau imbalan dalam bentuk lain. ! ) M | h 11
Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerinUih daei'ah kepada setiap
orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam
rangkauntuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, darijperigawasan.
Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai. dengan peraturan i
perundang-undangan bag: setiap orang atau perusahaanjyang disediakan/
oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftaxyataii yang sejenisnya. IL
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